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BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Kesimpulan yang penulis bisa dapatkan dari penelitian penulis

adalah sebagai berikut:

1. Hakikat Crowdfunding adalah pendanaan massal dari masyarakat

kepada orang, organisasi, atau perusahaan dalam lingkup usaha

kecil dan menengah, untuk tujuan tertentu antara lain sosial,

kesehatan, pendidikan, industri kreatif, baik sukarela maupun

untuk mendapatkan keuntungan yang dilakukan melalui internet

(secara online). Bentuk organisasi yang dapat mengumpulkan

sumbangan dengan donation based crowdfunding meliputi

yayasan, perkumpulan berbadan hukum, dan juga Lembaga

Swadaya Masyarakat.

2. Berdasarkan rumusan di dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun

1961 Tentang Pengumpulan Uang Atau Barang, selain itu juga

dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 Tentang

Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan, dan juga dalam Keputusan

Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 56/ HUK/ 1996 Tentang

Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan, tidak disebutkan sama
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sekali individu boleh mengumpulkan uang atau barang atau

meminta sumbangan untuk kepentingan pribadinya. Sehingga

terjadi kekosongan hukum mengenai penarikan sumbangan oleh

individu ini. Individu tidak bisa secara langsung meminta

sumbangan kepada masyarakat, tetapi terdapat pengecualian

apabila individu tersebut adalah bagian dari suatu organisasi.

3. Pengawasan terhadap pengelola situs donation based crowdfunding

merupakan wewenang Kementerian Sosial yang meliputi

pengawasan preventif dan represif. Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

tidak berwenang mengawasi crowdfunding jenis ini karena sifatnya

donasi (sumbangan sukarela). Dengan pengawasan ini bisa lebih

mempertegas penarikan sumbangan karena bisa disalahgunakan

oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan, maka penulis ingin

memberikan saran-saran yang mungkin dapat bermanfaat bagi pembaca,

yaitu:

1. Disarankan kepada Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat

sebagai pembentuk Undang-Undang hendaknya membentuk

peraturan perundang-undangan baru yang mengatur secara teknis

tentang sistem donation based crowdfunding, agar sistem ini

memiliki kepastian hukum dan perlindungan hukum yang lebih
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jelas dan tegas, juga mengatur pihak mana yang boleh

mengumpulkan sumbangan lebih rinci lagi seperti menambahkan

individu sebagai pihak yang dapat mengumpulkan sumbangan

dengan perizinan dan pengawasannya, dan bagaimana cara

mengumpulkan sumbangan melalui internet agar tidak ada pihak

yang dirugikan serta perlindungan hukumnya.

2. Disarankan kepada Masyarakat sebaiknya berhati-hati dalam

melakukan pengumpulan sumbangan karena di dalam peraturan

yang ada saat ini hanya pihak-pihak tertentu yang dapat

mengumpulkan uang, sehingga masyarakat tidak melanggar

ketentuan apapun, selain itu masyarakat diharapkan untuk waspada

terhadap pihak-pihak yang meminta sumbangan terlebih-lebih

apabila individu yang meminta sumbangan karena tidak ada

perizininan yang diberikan terhadap intividu untuk mengumpulkan

sumbangan sehingga tidak ada upaya hukum apabila masyarakat

tertipu.

3. Disarankan kepada organisasi yang mengumpulkan sumbangan,

hendaknya melakukan kegiatan crowdfunding sesuai dengan

peraturan hukum yang tepat, agar tidak melanggar ketentuan yang

ada.  Serta memiliki dasar hukum yang sah dari segi perjanjian

hukum dan legalitas badan hukumnya.
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